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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem kerja ketua 

dan anggota tim pada Biro SDM dan Organisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI). Menggunakan teori penilaian efektivitas kinerja oleh Richard M. 

Steers, penelitian ini menganalisis berbagai indikator seperti produktivitas, kualitas 

hasil kerja, kompetensi pegawai, serta komunikasi dan koordinasi antar anggota tim. 

Metode penelitian meliputi survei, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem kerja ini telah berhasil 

meningkatkan efektivitas kinerja pegawai BP2MI. Peningkatan tersebut terlihat dari 

produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas hasil kerja yang lebih baik. Sistem kerja 

ini juga membantu dalam pengembangan kompetensi pegawai melalui program 

pelatihan dan pendidikan, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar 

anggota tim. Ketua tim memainkan peran penting dalam memotivasi dan 

mengarahkan anggota tim, sedangkan evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan 

keberhasilan sistem ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem kerja 

ketua dan anggota tim pada BP2MI memberikan kontribusi positif terhadap kinerja 

organisasi. Saran yang diberikan meliputi menciptakan budaya pembelajaran 

berkelanjutan, memperkuat saluran komunikasi, dan menyediakan program 

pengembangan kepemimpinan. Selain itu, disarankan agar dilakukan monitoring 

berkala untuk memastikan efektivitas dan adaptabilitas sistem kerja ini terhadap 

perubahan lingkungan organisasi. 

Kata kunci : Efektivitas, sistem kerja, ketua dan anggota tim  
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ABSTRACT 

This study aims to evaluate the effectiveness of implementing the team leader and member 

work system in the HR and Organization Bureau of the Indonesian Migrant Workers 

Protection Agency (BP2MI). Using Richard M. Steers' theory of performance effectiveness 

evaluation, this research analyzes various indicators such as productivity, work quality, 

employee competence, and communication and coordination among team members. The 

research methods include surveys, interviews, and document analysis. The results indicate 

that the implementation of this work system has successfully enhanced the performance 

effectiveness of BP2MI employees. This improvement is evidenced by higher productivity and 

better work quality. The work system also facilitates employee competency development 

through training and education programs and improves communication and coordination 

among team members. Team leaders play a crucial role in motivating and directing team 

members, while regular evaluations are necessary to ensure the success of this system. The 

study concludes that the implementation of the team leader and member work system at 

BP2MI positively contributes to the organization's performance. Recommendations include 

creating a culture of continuous learning, strengthening communication channels, and 

providing leadership development programs. Additionally, it is recommended to conduct 

periodic monitoring to ensure the effectiveness and adaptability of this work system to 

organizational changes. 

Key Word : Effectiveness, work system, leader and team members  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Keberhasilan sebuah organisasi tak terlepas dari kinerja anggota atau 

pegawai di dalamnya. Hal ini akan saling terkait erat dengan kemampuan 

organisasi dalam rangka melakukan penyesuaian Sistem Kerja dalam 

mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Dalam organisasi sangat 

diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai agar tercipta satuan 

kerja yang baik dalam organisasi. 

Menurut Udiyana, dan Sari (2016) menyatakan bahwa kinerja pegawai 

merupakan hasil kinerja kualitatif dan kuantitatif yang dicapai pegawai sesuai 

tugas yang diberikan. Sedangkan menurut Sedarmayanti dalam Udiyana dkk 

(2016) Kinerja berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau 

suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat 

ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan 

standar yang telah ditentukan).  Menurut Lestary & Chaniago, (2018) Kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor dari dalam dan luar dirinya. 

Faktor dalam dirinya sendiri adalah pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 

yang dimiliki, motivasi kerja, kepribadian, sikap dan perilaku yang mempunyai 

pengaruh terhadap kinerjanya. 

Berdasarkan Permenpan-RB No. 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja 

Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud 

sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu 

proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sistem kerja yang 

dimaksud sebagai perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses 

bisnis pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan tersebut dijelaskan pada  
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pasal 2 yaitu penyederhanaan birokrasi ini dilaksanakan pada instansi pusat dan 

instansi daerah, kemudian penyederhanaan birokrasi juga dilaksanakan pada 

instansi pemerintah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara 

yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang 

Dasar Negara tahun 1945 atau peraturan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan salah 

satu instansi pemerintah yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan 

birokrasi, BP2MI telah melakukan penyederhanaan struktur instansi dan 

penyetaraan jabatan sesuai dengan Berdasarkan Permenpan RB No. 7 Tahun 

2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi. Sejalan dengan penyederhanaan struktur instansi dan penyetaraan 

jabatan, BP2MI juga melakukan penyesuaian sistem kerja. Salah satu hal yang 

dilakukan adalah penyesuaian terhadap penyederhanaan birokrasi dengan 

menyetarakan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional dan mereka yang 

disetarakan bertugas sebagai sub koordinator ataupun koordinator.  

Sejalan dengan adanya hal hal yang diatur dalam peraturan tersebut 

adalah tidak ada lagi koordinator dan sub koordinator yang mana peran 

koordinator sebelumnya diampu oleh pejabat administrator hasil penyetaraan dan 

peran sub koordinator yang sebelumnya diampu pejabat pengawas hasil 

penyetaraan kemudian diubah menjadi sistem kerja level 2 berbasis 

TIM/SQUAD/Pokja  dengan sistem kerja yang berbentuk tim-tim kecil yang 

dibentuk pimpinan unit kerja sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi 

target kinerja pada tahun tersebut.  

Sistem kerja yang diterapkan adalah Perubahan koordinator dan sub 

koordinator menjadi ketua dan anggota tim dapat disebut sebagai sebuah tim 

kerja yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Menurut Tenner 

dan Santoro (2009: dalam Poernomo, 2019:104), kerjasama tim merujuk pada 

sekelompok orang yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Mereka 
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menyatakan bahwa tujuan tersebut akan lebih mudah dicapai melalui kerjasama 

tim dibandingkan dengan mencoba mencapainya sendiri. Menurut Soedarmanto 

(2009:145), kerjasama lebih spesifik merujuk pada upaya bersama-sama untuk 

menyelesaikan tugas yang bertujuan mencapai tujuan antar individu atau antar 

unit kerja, di mana setiap individu atau unit kerja memiliki tugas yang dilakukan 

secara sinergis. Sementara itu, bekerja bersama lebih merujuk pada aktivitas antar 

individu atau antar unit kerja yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang 

sama, namun tidak selalu melibatkan pengerjaan tugas secara sinergis. . 

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada 

Permenpan RB No. 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi adalah sebagai berikut: 

1. Dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari 

unit organisasi dan/atau lintas unit organisasi. 

2. Bila diperlukan, pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan 

pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari lintas instansi 

pemerintah. 

3. Pimpinan unit organisasi dapat menunjuk salah satu pejabat 

fungsional atau pelaksana sebagai ketua tim berdasarkan keahlian 

dan/ atau keterampilan. 

4. Pada tim kerja dimana terdapat anggota yang berasal dari intas unit 

organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, pejabat fungsional atau 

pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan dari unit 

organisasi pemilik kinerja. 

5.  Jumlah tim kerja dan jumlah pejabat fungsional dan pelaksana dalam 

tim kerja merupakan strategi dari pimpinan unit. 

Berdasarkan poin-poin diatas, yang dimaksud dengan sistem kerja adalah 

serangkaian prosedur atau tata kerja yang mana membentuk suatu proses 

aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyesuaian sistem kerja 
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adalah untuk perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis 

pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan 

berbasi elektronik. Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang 

menggambarkan alur pelaksanaan tugas dari pegawai ASN yang dilakukan dalam 

suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian atau keterampilan.  

Menurut Permenpan-RB No. 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada 

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi digunakan sebagai 

instrumen bagi pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit 

organisasi pada instansi pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi 

dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Maksud dan 

tujuan penyesuaian sistem kerja yaitu : 

1. Mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; 

2. Memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

Penjelasan kedudukan berdasarkan poin-poin diatas adalah pejabat 

fungsional dan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi 

pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas. Dalam hal tersebut pejabat 

fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pejabat fungsional tersebut 

akan membawahi pejabat fungsional dan pelaksana. Penentuan kedudukan dan 

tanggung jawab akan disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-

masing instansi pemerintah. Selanjutnya kedudukan ditetapkan oleh pejabat 

pembina kepegawaian dengan rincian kedudukan tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan tersebut. 

Menurut Prasetyo Budi Saksono (2009:12), efektivitas didefinisikan 

sebagai seberapa besar tingkat kelebihan output (keluaran) yang dicapai 
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dibandingkan dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam 

suatu perusahaan atau individu. Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas menurut Permenpan -RB No. 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada 

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi adalah 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas menjadi kewajiban utama bagi pejabat 

fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu. Mereka bertanggung 

jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada unit 

organisasi mereka. Pejabat fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua 

tim juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja 

kepada pimpinan unit organisasi secara berkala. Pimpinan unit organisasi 

memiliki wewenang untuk meminta laporan dari ketua tim dan/atau anggota tim 

kerja secara sewaktu-waktu. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh 

tim, serta memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan dan arahan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, sistem 

pertanggungjawaban ini memastikan bahwa setiap tugas diselesaikan dengan 

tingkat kualitas dan efisiensi yang tinggi, serta memungkinkan organisasi untuk 

terus berinovasi dan mencapai tujuan strategis mereka. Maka kategori dalam 

mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, dapat dilakukan atau diukur 

dengan hasil kerja pegawai yang diselesaikan dengan tingkat kualitas dan 

efisiensi yang tinggi, sesuai dan/atau melebihi target capaian yang telah 

ditentukan. 

Berdasarkan observasi dan pra-wawancara dengan salah satu pegawai 

Jabatan Fungsional di Biro SDM dan Organisasi, peneliti menemukan adanya 

Fenomena pertama pada tahun 2020 yaitu adanya peralihan eselon III dan Eselon 

IV menjadi Koordinator dan sub Koordinator memiliki tugas dan fungsi yang 

melekat pada posisi penempatan penugasan, sedangkan adanya perubahan sesuai 

dengan Permenpan-RB No. 7 Tahun 2022 memberikan dampak yaitu jabatan 
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yang sebelumnya koordinator dan sub koordinator dihilangkan kemudian diganti 

dengan ketua tim dan anggota tim sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa pada 

penugasan sesuai dengan sistem kerja baru penugasan semua pegawai dapat 

menjadi anggota tim dimanapun, sehingga pegawai memiliki hambatan untuk 

berfokus pada penugasan posisi yang ditempati saat ini, karena adanya panggilan 

penugasan dari ketua tim lain sehingga efektivitas dari penugasan tersebut 

terpecah pecah tergantung seberapa banyak penugasan yang diberikan oleh ketua 

tim yang menunjuk.  

Fenomena kedua yang peneliti temukan adalah Eselon III yang tadinya 

membawahi banyak kasi/ Staf namun karena adanya penyederhanaan birokrasi 

sesuai yang dijelaskan di atas bahwa Eselon III dan IV terdampak penyetaraan 

menjadi Jabatan Fungsional Madya (Eselon III), dan Jabatan Fungsional Muda 

(Eselon IV) memiliki kedudukan yang setara sebagai ketua tim dan/atau anggota 

tim. 

TABEL 1. Jumlah Data Pegawai Pada Biro SDM dan Organisasi 

No Golongan 

Jumlah 

Pegawai  

2021 

Jumlah 

Pegawai  

2022  

Jumlah 

Pegawai  

2023 

1 II 2 2 2 

2 III 39 35 35 

3 IV 3 3 3 

Jumlah 44 40 40 

Sumber:Laporan Sestama 2021 - 2024 

 

Berdasarkan Fenomena yang ditemui dari telaah dokumen pada tabel 

diatas  dapat dilihat bahwa dimulai dari tahun 2021 hingga 2023 jumlah pegawai 

mengalami perubahan jumlah pada tahun 2021 hingga tahun 2023 sehingga 

dengan adanya perubahan jumlah pegawai pada Biro SDM dan Organisasi  
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menjadi suatu perhatian peneliti.  

Berdasarkan uraian yang peneliti lakukan pada lima (5) penelitian terdahulu 

dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara 

khusus tentang penyederhanaan birokrasi yang terfokus pada penerapan sistem kerja 

terkait perubahan dari koordinator dan sub koordinator menjadi ketua tim dan anggota 

tim. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus menekankan lebih terhadap 

perubahan jumlah pegawai tersebut apakah menjadi salah satu faktor penghambat 

terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai dan juga dapat menjadi 

permasalahan sesuai dengan fenomena yang peneliti dapatkan dari wawancara 

dengan pegawai pada lokus penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dan untuk 

memberikan arahan dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah seberapa efektif dan efisien 

penerapan Penyederhanaan Birokrasi terhadap perubahan Koordinator dan sub 

koordinator menjadi ketua tim dan anggota tim, khususnya melalui perubahan 

sistem kerja dengan penugasan pejabat fungsional dan pelaksana. Untuk itulah, 

peneliti mengajukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN 

SISTEM KERJA KETUA DAN ANGGOTA TIM PADA BIRO SDM DAN 

ORGANISASI BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan 

Sistem Kerja Ketua dan Anggota Tim pada Biro SDM dan Organisasi 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?  

2. Bagaimana upaya Biro SDM dan Organisasi Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia untuk menyesuaikan Sistem Kerja Ketua 
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dan Anggota Tim? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang sudah 

peneliti jelaskan diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengetahui bagaimana penyederhanaan birokrasi tentang perubahan 

ketua tim dan anggota tim terkait efektivitas terhadap kinerja pegawai 

Biro Sumber Daya Manusia dan organisasi di Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk penyesuaian dan mengetahui 

apa yang menjadi hambatan penerapan Ketua tim dan anggota tim terkait 

efektivitas terhadap kinerja pegawai Biro Sumber Daya Manusia dan 

organisasi di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat akademik 

Manfaat yang didapatkan untuk peneliti adalah sebagai tambahan 

wawasan dan sarana belajar dalam mempraktekan pengetahuan yang dimiliki 

untuk meneliti permasalahan yang muncul dan menjadi salah satu referensi untuk 

seluruh mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang ingin melakukan 

penelitian mengenai pengaruh Penyederhanaan birokrasi terhadap perubahan 

Koordinator dan sub koordinator menjadi ketua tim dan anggota tim 

b. Manfaat praktis 

Berikut manfaat praktis yang didapatkan yaitu : 

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang administrasi publik. 

2. Memberikan informasi bagi BP2MI dalam Penyederhanaan birokrasi 

terhadap perubahan Koordinator dan sub koordinator menjadi ketua tim 

dan anggota tim.  


